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Menimbang

Mengingat

5.

TAHUN ANGGARAN 2021
BUPATI TOBA,

bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 52
Tahun 2017 Pasal 10 disebutkan bahwa Sekretaris Daerah
merupakan Pengelola Barang;

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 52
Tahun 2017 Pasal 11 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Pejabat
Penatausahaan Barang adalah Kepala OPD yang mempunyai fungsi
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 52
Tahun 2017 Pasal 12 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Kepala
OPD selaku Pengguna Barang.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b dan ¢, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Toba;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3794);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

10.

181

12.

13,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengeolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba
Samosir Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 52 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 63 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TOBA TENTANG PENETAPAN PENGELOLA
BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG DAN PENGGUNA
BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
TAHUN ANGGARAN 2021.

Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengguna
Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Adapun wewenang dan tanggung jawab masing-masing Pejabat
sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai
berikut :

1. Pengelola Barang :

a) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik
Daerah;

b) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;

c) mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan
Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;

d) mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,
pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah;

e) mengatur pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik
Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;

f) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi
Barang Milik Daerah; dan

g) melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan
Barang Milik Daerah.

2. Pejabat Penatausahaan Barang :

a) membantu menelii dan memberikan pertimbangan
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang
Milik Daerah kepada Pengelola Barang;

b) membantu meneliti dan memberikan pertimbangan
persefujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan
pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah kepada
Pengelola Barang;

c¢) memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas
pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan
Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;

d) memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk
mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,
pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah;

e¢) memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas
pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang
telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;

f) membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi
inventarisasi Barang Milik Daerah;

g) melakukan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan vang telah diserahkan Pengguna Barang



yvang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas dan fungsi OPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak
lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta Barang
Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang;

h) mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf g;

i) membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan
pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah; dan

j) menyusun laporan Barang Milik Daerah.

3. Pengguna Barang :

a) Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang
Milik Daerah bagi OPD yang dipimpinnya;

b) Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan
barang vang diperoleh dari beban APBD dan perolehan
lainnya vang sah;

c¢) Melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik
Daerah yang berada dalam penguasaannya;

d) Menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
dan fungsi OPD yang dipimpinnya;

e) Mengamankan dan memelihara Barang Milik daerah yang
berada dalam penguasaannya;

f) Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan
Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang
tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik
Daerah selain tanah dan/atau bangunan;

g) Menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan
penvelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya
dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati
melalui Pengelola Barang;

h) Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang
Milik Daerah;

i) Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas
penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam
penguasaannya; dan

j) Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna
semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang
berada dalam penguasaanya kepada Pengelola Barang.

KETIGA . Dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya sebagaimana
disebutkan dalam Diktum Kedua Pejabat vang ditetapkan dalam
keputusan ini bertanggung jawab Kepada Bupati Toba serta berpedoman
kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige .
pada tanggal 2} TQWCU'\ 2021

BUPATI TOBA
Cap/dto
DARWIN SIAGIAN

‘REMBINAY /

NP5 19750804 200502 1 002
Salinan“Keputusan ini disampaikan kepada vth:
1. Bupati/ Wakil Bupati Toba;

2. Inspektur Kabupaten Toba;

3. Kepala BPKAD Kabupaten Toba;

4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
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